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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam penjelasan umum undang-undang nomor 23 tahun 2014

tentang pemerintahan daerah 1berkaitan dengan butir: (10) desa, dikatakan,

desa berdasarkan undang-undang ini adalah desa atau yang di sebut

dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat

hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdikasi, berwenang untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan/ atau di bentuk dalam

sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/ kota, sebagai

mana di maksud dalam undang-undang dasar Negara republiuk Indonesia

tahun 1945.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan

pemberdayaan masyarakat. Undang-undang ini mengakui otonomi yang

dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa

melalui pemerintah desadapat di berikan penugasan ataupun

pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk

melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

1 Drs.Sarman, MH. Prof. Mohammad Taufik Makarao, SH., MH. Hukum Pemerintahan
Daerah DiIndonesia., hal 286
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Sedang desa di luar desa genologis yaitu desa yang bersifat

administrative 2seperti desa yang di bentuk karena pemekaran desa

ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya

pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan di

berikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti

perkembangan dari desa itu sendiri.

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa di bentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan

lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan,

yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa, sepertidalam pembutan dan pelaksanaan peraturan

desa, anggaran dan pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala

desa.

Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan

sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat

desa. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa

yang dalam tatacara dan prosedur bertanggungjawabanya disampaikan

kepada bupati atau wali kota melalui camat.

Kepada Badan Permusyawaratan Desa, kepala desa wajib

memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada

rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok

2 Drs.Sarman, MH. Prof. Mohammad Taufik Makarao, SH., MH. Hukum Pemerintahan
Daerah Di Indonesia., hal 286
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pertanggungjawabannyanamun tetap harus memberi peluang kepada

masyarakat melalui Badan Permusyawaratan desa untuk menanyakan

dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian

dengan tanggungjawaban dimaksud.

Dalam perjalanan ketatanegaraan pemerintahan desa,

telahditetapkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur

tentang desa, antara lain: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang

Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1979 tentang Pemerintahan Desa (Undang-Undang Pemerintahan Desa

1979), Undang-Undang Nomor 22 Tahun

1999 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Pemda 1999),Undang

-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Undang-

Undang Pemda 2004), dan terakhir desa memilikiUndang-Undang tersendiri

yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang

Desa). Kemudian ditegaskan kembali di dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimanapengakuan keberadaan

desa ditegaskan dalam Pasal 2 yangmenyatakan bahwa:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagiatas Daerah Kabupaten

dan Kota.

2. Daerah Kabupaten/Kota dibagiatas Kecamatan 3dan Kecamatan

dibagi atas Kelurahan dan/atasDesa.

Demikian pula dalam Pasal 371 menyatakan bahwa:

3Rudi, HUKUM PEMERINTAHAN DESA hlm, 39.
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1. DalamDaerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Desa,

2. Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan

sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

Desa.Di samping mengatur mengenai kedudukan, fungsi, dan

peranpemerintahan desa, Undang-Undang Desa juga menjelaskan

bagaimana keterwakilan dari penduduk dengan pembentukan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini termuat di dalam Pasal 1

angka 4 Undang-Undang Desa, yang menyatakan BPD atau yang

disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan

fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan

secara demokratis. BPD ini memiliki fungsi strategis dalam

penetapan kebijakan desa serta pengawasan yang dilakukannya

kepada pemerintah desa karena fungsinya selaku badan pengawas.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah

satu alasan terpenting mengapa BPD perlu di bentuk. Upaya

pengawasan di maksudkan untuk mengurangi adanya

penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa.

Seiring pelaksanaan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan daerah, dibutuhkan pemerintahan desa yang kuat dan Solid

dalam mengemban amanat masyarakat. sebagaimana telah disebutkan di

atas, dalam pasal 1 Undang-undang otonomi daerah Dinyatakan desa
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adalah kesatuan hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan

adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional

dan berada di daerah Kabupaten”. Ini terkandung maksud bahwa

pemerintahan desa diharapkan tidak lagi mengalami kebimbangan dalam

mengatur pemerintahannya, akan tetapi Bisa diharapkan mampu

memberikan Dasar masyarakat berkembang. Karena itu, bisa tidak lagi

merupakan level administrasi daerah menjadi masyarakat yang mandiri.

Dalam buku panduan Badan Permusyawaratan Desa Disebutkan bahwa

pemerintah desa dalam sistem pemerintah Kabupaten adalah sebagi

berikut :

1. Pemerintahan desa merupakan subsistem pemerintahan nasional

dalam wadah NKRI yang memiliki kewenangan mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat.

2. Peraturan pemerintahan desa tidak lagi diatur dengan undang-

undang tersendiri, Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

pemerintahan daerah. pemerintah merupakan integral dari

pemerintah daerah, termasuk pengaturan lebih lanjut.

3. Landasan pengaturan pemerintahan desa keanekaragaman,

partisipasi otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan

masyarakat.Oleh karena itu hubungan pemerintahan Kabupaten

dengan pemerintah Desa bukan berhubungan tetapi koordinatif.

4. Pemerintahan desa merupakan ujung tombak pemerintahan
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Kabupaten. pemerintahan desa menjadi pengayom, pembina,

pelayan, dan pegarah partisipasi masyarakat ke arah pemberdayaan.

Pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa dapat dilihat

dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa. Secara khusus BPD diatur melalui Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

(Permendagri 110/2016). Pasal 55 Undang-Undang Desa menyatakan

bahwa BPD mempunyai fungsi: membahas dan menyepakati Rancangan

Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan

aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala

Desa.

Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 menyatakan, tugas BPD

adalah sebagai berikut: Menggali aspirasi masyarakat, menampung

aspirasi masyarakat, Mengelola aspirasi masyarakat, Menyalurkan aspirasi

masyarakat, Menyelenggarakan musyawarah BPD, Menyelenggarakan

musyawarah desa4 Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa,

Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa

4 Rudi, HUKUM PEMERINTAHAN DESA hlm, 46
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antar waktu, Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa

bersama Kepala Desa, Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala

Desa, Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan

Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya dan Melaksanakan tugas lain

yang diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kedudukan yang sejajar dengan pemerintahan desa, BPD

menjadi mitra kerja pemerintahan desa dan dapat menjalankan fungsinya

sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan desa.

Berdasarkan kedudukannya itu, BPD pada dasarnya memiliki tugas-tugas

pokok untuk: merumuskan peraturan-peraturan (legislating function) yang

dibutuhkan oleh desa, yang nantinya disahkan oleh Surat Keputusan Kepala

Desa, bersama-sama kepala desa membuat Anggaran Penerimaan dan

Pengeluaran Keuangan Desa (budgetting function) dan mengawasi

eksekutif desa (kepala desa beserta perangkatnya) dalam pelaksanaan

pemerintahan sehari-hari (controlling function). Meski BPD sebagai

lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD

berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung

dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang lebih sering di singkat

dengan BPD merupakan sebagai salah satu unsur penyelenggara

pemerintahan desa bersama samadengan kepala desa. Badan
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Permusyawaratan Desa memiliki beberapa orang anggota, terkait dengan

keberadaan dari anggota BPD ini telah diatur denganjelas dan tegas pada

pasal 56 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang

menyatakan sebagai berikut:

1. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang

pengisiannya dilakukan secara demokratis.

2. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam)

tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/ janji.

3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana di maksud

pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3

(tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.5

Dari sisi jumlah anggota, prosedur dan proses dalam penetapan

anggota dari Badan Perwakilan Desa telah diatur dengan jelas dan jelas

dalam suatu peraturan perundangundangan, pengaturan tentang anggota

Badan Perwakilan Desa dapat dilihat pada Pasal 58 UndangUndang Nomor

6 Tahun 2014 tentang Desa., yang menjelaskan bahwa:

1. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan

jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9

(sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan,

penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.

2. Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

5 Dr.Rahyunir Rauf,Msi. Sri Maulidiah S.Sos,M.Si. Pemerintahan Desa,hlm 184
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat

keputusan Bupati/Walikota.

3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebelum memangku

jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama sama di hadapan

masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang

ditunjuk.

Pada hakekatnya pembentukan suatu lembaga Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dipandang mencerminkan berjalannya

prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi di tingkat desa dalam proses

penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa

sejalan dengan substansi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah.

Salah satu tugas utama dari lembaga pemerintah dalam suatu

negara demokrasi adalah menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan

yang telah diserahkan atau telah dilegitimasikan oleh masyarakat kepada

lembaga pemerintah tersebut, yang dalam hal ini adalah melaksanakan

berbagai bentuk fungsi pelayanan yangterdiri dari pelayanan pemerintahan,

pelayanan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan/pemberdayaan

kepada seluruh komponen masyarakat, yang dalam hal ini disebut juga

sebagai suatu “fungsi utama” dari pemerintah, sebagai tindak lanjut dari

fungsi dasar pemerintah yakni; Pelayanan. Oleh karena itu, maka unsur

pemerintah desa juga berkewajiban untuk dapat senantiasa

menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan desa setempat sesuai
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dengan ketentuan yang diatur melalui peraturan perundang-undangan yang

berlaku, mulai dari tahapan merencanakan, melaksanakan, menatausahaan,

mengawasi, mengendalikan, melaporkan sebagai wujud dari

pertanggungjawaban sampai dengan menilai atau mengevaluasi

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa. 6Selain itu, tugastugas

pemerintahan desa yakni membuat kebijakan desa dalam bentuk peraturan

desa bersama Badan Permusyawaratan Desa, membuat peraturan kepala

desa, dan membuat keputusan desa.

Sedangkan lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

berfungsi untuk menetapkan berbagai bentuk dari peraturan desa yang

ditetapkan bersama-sama dengan kepala desa, serta juga berfungsi untuk

menampung dan menyalurkan berbagai bentuk aspirasi dan kebutuhan dari

masyarakat desa setempat, yang telah diinventarisir, dirumuskan dan

disampaikan oleh lembaga pemerintah desa kepada Badan

Permusyawaratan Desa.

Secara implementasinya penyelenggaraan pemerintahan desa di

Indonesia dilaksanakan oleh unsur lembaga Pemerintah Desa (Kepala Desa

+ Perangkat Desa) dan unsur lembaga Badan Permusyawaratan Desa

(BPD), lembaga Pemerintah desa berfungsi dalam proses

menyelenggarakan berbagai bentuk kebijakan dari pemerintah tingkat

atasnya dan berbagai bentuk kebijakan Sehubungan dengan proses

penyelenggaraan pemerintahan desa.

6 Dr.Rahyunir Rauf,Msi. Sri Maulidiah S.Sos,M.Si. Pemerintahan Desa,hlm 41



11

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan

penelitian terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa

Tanggilingo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango untuk mengkaji

apa penghambat serta proses Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

mengenai pelaksanaan pembentukan peraturan dan penetapan peraturan

Desa (PERDES) Dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa

di Desa Tanggilingo. Agar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tangilingo

bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mewakili dan juga akan

dapat bekerja secara lebih efektif untuk mewujudkan kesejahteraan di Desa

Tanggilingo.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas,penulis

mengerucutkan rumusan masalah dalam Penilitianini adalah

sebagai berikut:

1. Implementasi Peran BPD di Pemerintahan Desa ?

2. Apa saja hambatan BPD di Desa Tanggilingo ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Faktor Penyebab tidak berfungsi peran BPD di

pemerintahan desa sebagai mana di atur dalam perundang-

undangan yang berlaku

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam kinerja BPD dalam

pembentukan peraturan desa Tanggilingo

3. Untuk mengetahui proses demokrasi yang di jalankan BPD dalam
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pembentukan peraturan desa Tanggilingo

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaatdari penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah Khasanah dan perkembangan kajian ilm Hukum

Tata Negara, khususnya dalam kajian tentang Pemerintah Desa dan

Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ).

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil rencana penelitian ini dapat memberikan

sumbangsih baik itu bagi Pemerintah, Masyarakat, Peneliti dan

Akademis.

a. Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah

agar BPD dapat mengotrol Kepala Desa dan Aparat Desa untuk

mengetahui bagaimana cara kerja dalam meningkatkan mutu

pembangunan Desadan Peraturan Desa.

b. Peneliti

Diharapkan peneliti ini dapat bermanfaat bagi peneliti agar

dapat memberikan sumbangsih ilmu dalam rangka meningkatka

kesadaran seluruh komponen masyarakat Desa.

c. Akademisi

Diharapkan dapat berfungsi sebagai salah satu bentuk
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pengkajian dan pengembangan terutama dibidang Ilmu Hukum Tata

Negara dalam Pemerintahandesa sehinggadapat dijadikan landasan

atau pedoman berpikir bagi pengembangan ilmu Hukum khususnya

pada lapangan ketatanegaran.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Badan Permusyawaratan Desa

Badan permuyawaratan Desa adalah lembaga yang

melaksanakan fungsi pemerintahan dibidang penyusunan dan penetapan

7peraturan desa (PERDES) penampungan aspirasi masyarakat dalam

rangka perumusan program dalam anggaran pendapatan dan belanja

desa (APBDes) dan pengawalan kinerja pemerintah desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga

perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,

dimana demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan

aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh

BPD dan lembaga masyarakat lainnya. Dalam Pemerintahan Desa BPD

dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa karena memiliki peran

sebagai pembuat dan pengesah peraturan desa.

BPD mempunyai kedudukan sejajar dengan pemerintah desa

(kepala desa) dengan kata lain BPD dan Pemerintah Desa merupakan

mitra yang saling bekerja sama dalam mewujudkan kesejahteraan

masyarakat desa, maka disini terjadi mekanisme check and balance

system dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. UU No.32 tahun 2004

7 Dr,Rahyunir Rauf,M.Si.,Sri Maulidiah,S.Sos,M.Si, Badan Permusyawaratan Desa.hlm.109
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disebutkan bahwa lembaga semacam parlemen desa dengan badan

permusyawaratan desa (BPD) atau dapat pulah disebut dengan nama lain

berdasarkan aspirasi masyarakat desa setempat.8

Dalm Peraturan Pemerintah RI NO.72 Tahun 2005 tentang desa

telah dirinci bahwa BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas

perangkat-perangkat masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat

istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi

masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara

pemerintah desa (pasal 29). Dalama pasal 12 peraturan pemerintah RI No.

72 tahun 2005 telah di sebutkan bahwa sebutan untuk desa , kepala desa ,

BPD, dan perangkat desa lainya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan

kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Menurut Poerwo Santoso dkk, (2002 ) sebagai lembaga perwakilan

rakyat di tingkat desa, BPD mempunyai hak menyusun dan menetapkan

anggaran, memintah keterangan kepada kepala desa mengajurkan unsur

perubahan rancangan peraturan desa, menilai pertanggungjwaban kepala

desa (pada akhir tahun anggaran, dan akhir masa 6 jabatan ) mengatur atau

memberi peringatan kepda kepala desa, apabilah tidak melaksanakan tugas

dengan baik. Badan pearmusyawaaratan desa merupakan perwujudan

demokrasi di desa.

Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan

8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 209
Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 42
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aspirasi masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh BPD dan

lembaga masyarakat lainya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung

aspirasi masyarakat (UU No. 32 Tahun 2004 pasal 209). Oleh karenanya

BPD sebagai badan musyawara yang berasal dari masyarakat

desa,disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung

antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga menjadi lembaga yang

bereperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.

Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masayarakat desa,

masing-masing unsur Pemerintah Desa dan BPD dapat menjalankan

fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Oleh

karena itu menurut Wasistiono 2006:36 hubungan yang bersifat

kemitraan antara BPD dengann Pemerintah Desa harus didasari pada

filosofi antara lain:

a. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra;

b. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai;

c. Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan;

d. Adanya prinsip saling menghormati.

Berdasarkan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2005 tentang Desa, diamanatkan bahwa tugas Badan Permusyawaratan

Desa yaitu:

a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa
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dan Peraturan Kepala Desa;

c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;

d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;

e. Menggali, menampung, menghimpun merumuskan dan

menyalurkan aspirasi masyarakat;

f. Menyusun tata tertib BPD.

Berdasarkan pasal 61 undang-undang No. 6 tahun 2014 Badan

Permusyawaratan Desa berhak:

a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan

Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,

dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

c. mendapatkanbiaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dan dalam pasal 37 PP 72 Tahun 2005, anggota BPD mempunyai hak:

a. Pengajukan rancangan peraturan Desa;

b. Mengajukan pertanyaan;

c. Menyampaikan usul dan pendapat;

d. Memilih dan dipilih;

e. Memperoleh tunjanga.

2.1.1 Tugas, Wewenang Dan Fungsi

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang ( UU 6/2014 ) Badan
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Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan

ditetapkan secara demokratis. Pengaturan mengenai Badan

Permusyawaratan Desa dapat dilihat dalam UU 6/2014 dan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa

Secara khusus BPD diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Sebagaimana termuat dalam Pasal

319Permendagri 110/2016, BPD memiliki fungsi:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama

kepaladesa

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarkat desa

3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa Badan Permusyawaratan

Desa (Permendagri 110/2016). Pasal 32 Permendagrgi 110/2016

menyatakan tugas BPD adalah sebagai berikut:

1. Menggali aspirasi masyarakat

2. menampung aspirasi masyarakat

9 Undang-Undang permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD
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3. Mengelola aspirasi masyarakat

4. Menyalurkan aspirasi masyarakat

5. Menyelenggarakan musyawarah BPD

6. Menyelenggarakan musyavwarah desa

7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa

8. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan Kepala

Desa antar waktu

9. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala

Desa

10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa

11 Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan

Desa

12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa

dan lembaga desa lainnya

13. Melaksanakan tugas lain yang diatur menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan. Pasal 55 ayat (1) menyatakan hak anggota BPD

sebagai berikut:

1. Mengajukan usul Rancangan Peraturan Desa

2. Mengajukan pertanyaan

3. Menyampaikan usul dan/atau pendapat

4. Memilih dan dipilih,

5. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pasal

60 Permendagri 110/2016 menyatakan kewajiban anggota BPD sebagai
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berikut;

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD RI

Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI

2.Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Desa

3. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok,

dan'atau golongan

4. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa

5.Menjaga nomna dan etika dalanm hubungan kerja dengan lembaga

kemsyarakatan desa

6.Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan

penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan

Pemerintahan Desa berdasarkan tata kclola pemerintahan yang baik Pasal

63 Permendagri 10/2016 menyatakan BPD berwewenang.

1 Mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk mendapatkan aspirasi,

2.menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa sccara

lisan dan tertulis

3. Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya

4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;

5. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa

kepada Pemerintah Desa

6. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
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pemberdayaan masyarakat Desa

7.Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan

penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan

Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik

8. Menyusun peraturan tata tertib BPD

9. Meny ampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada

Bupati/Wali kota melalui Camat

10. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD

secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan

Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa

11. Mengelola biaya operasional BPD

12. Mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan

Desa

kepada Kepala Desa, dan

13. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan

evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Larangan BPD diantaranya:

1. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat

Desa,

dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa,

2. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang,

dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau

tindakan yang akan dilakukannya:
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3. menyalahgunakan wewenang.

4. melanggar sumpahljanji jabatan,

5. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;

6. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan

perundangan-undangan

7. sebagai pelaksana proyek Desa,

8. menjadi pengurus partai politik; dan/atau

9. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

2.2 Peraturan Desa

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang

ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama

Badan Permusyawaratan Desa (UU RI No. 6 Tahun 2014 Bab I, pasal 1 ayat

7). Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

desa, 10dengan demikian maka pemerintahan desa harus merupakan

penjabaran lebih lanjut dari peraturan peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum

dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta harus

memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat dalam

10 Rahardi, Kamus Hukum,Penerbit Citra Umbara,Bandung,2008,hlm.24.
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan,Hlm 798
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upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.

Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan

perundang undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi

sosial budaya masyarakat setempat. Peraturan desa dilarang bertentangan

dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi. Secara teoritis, pembuatan produk hukum harus didasari oleh

paling tidak empat dasar pemikiran

(Hamzah Halim, 2009:12) antara lain :

a. Dasar Filosofis, merupakan dasar filsafat atau pandangan hidup yang

menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat kedalam suatu

rancangan/draft peraturan perundang-undangan sehingga hukum

yang dibentuk tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral atau nilai-

nilai adat yang dijunjung tinggi dimasyarakat. Menurut Satjipto

Raharjo, asas hukum ini juga lazim disebut sebagai dasar/alas an bagi

lahirnya suatu peraturan hukum atau merupakan ratio legis dari

peraturan hukum.

b. Landasan Sosiologis, bahwa Peraturan Perundang-undangan yang

dibuat harus dapat dipahami oleh masyarakat dan harus sesuai

dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Aturan

hidup yang dibuat harus sesuai dengan keutuhan, keyakinan dan

kesadaran masyarakat.

c. Landasan Yuridis, bahwa yang menjadi landasan dalam pembuatan
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peraturan perundang-undangan adalah peraturan atau sederet

peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan dasar

kewenangan seorang pejabat atau badan membentuk Peraturan

Perundang-undangan.

d. Dasar Hukum, Tolak ukur di atas dapat memberikan jaminan bahwa

rancangan peraturan perundang-undangan yang dibuat merupakan

cikal bakal peraturan perundang-undangan yang diterima oleh

masyarakat (acceptable), populis dan efektif. Populis, karena

mengakomodir sebanyak-banyaknya keinginan penduduk di daerah.

Efektif, karena peraturan yang dibuat itu operasional dan jangkauan

peraturannya mencakup sebanyak-banyaknya kepentingan

masyarakat dan senantiasa sesuai dengan tuntutan perkembangan

zaman sehingga setiap kebutuhan masyarakat pada setiap era,

mampu diwadahinya.

Peraturan desa yang wajib dibentuk berdasarkan Peraturan

Pemerintah No. 72 tahun 2005 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Desa tentang susunan organisasi dan tata kerja

pemerintahan desa (pasal 12 ayat 5 );

2. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa(Pasal 73 ayat 3);

3. Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa (RPJMD) (pasal 64 ayat 2);

4. Peraturan desa tentang pengelolaan keuangan desa (pasal 76);
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5. Peraturan desa tentang pembentukan Badan Milik Usaha Desa (pasal

78 ayat 2), apabila pemerintah desa membentuk BUMD;

6. peraturan desa tentang Pembentukan Badan Kerjasama (pasal 82

ayat 2);

7. Peraturan desa tentang Lembaga Kemasyarakatan (pasal 89 ayat 2).

Selain peraturan desa yang wajib dibentuk seperti tersebut diatas,

pemerintah desa juga dapat membentuk peraturan desa yang merupakan

pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan daerah dan perundang-undangan

lainya yang sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat, antara lain:

a. Peraturan desa tentang pembentukan panitia pencalonan dan

pemilihan kepala desa.

b. Peraturan desa tentang penetapan yang berhak menggunakan hak

Pilih dalam pemilihan kepala desa.

c. Peraturan desa tentang penentuan tanda gambar calon, pelaksanaan

kampanye, cara pemilihan dan biaya pelaksanaan pemilihan kepala

desa.

d. Peraturan desa tentang pemberian penghargaan kepada mantan

kepala desa dan perangkat desa.

e. Peraturan desa tentang penetapan pengelolaan dan pengaturan

pelimpahan/pengalihan fungsi sumber-sumber pendapatan dan

kekayaan desa.

f. Peraturan desa tentang pungutan desa.

Selain hal diatas perlu juga diperhatikan bahwa dalam hal
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pembahasan rancangan Peraturan Desa masyarakat berhak memberikan

masukan baik secara lisan maupun tertulis (Pasal 83 ayat (3) PP RI No 43

Tahun 2014) dan Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada

Bupati/Walikota melalui camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan

paling lambat 7 hari setelah ditetapkan (Pasal 84 ayat (4) PP RI No 43

Tahun 2014). Adapun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang

telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3

(tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota untuk di

evaluasi Guna untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa

menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa

(Pasal 69 ayat(4) UU RI No.6 tahun 2014 tentang Desa).

2.2.1 Asas Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus sejalan dengan asas

pengaturan desa sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib

penyelenggaraanpemerintah,tertib kepentingan umum, keterbukaan,

proporsionalitas,profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi,

kearifan lokal, keberagamnan serta partisipasi Dalam melaksanakan

pembangunan desa diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan

kegotongroyongan gunamewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Secara garis besar penjelasan asas penyelenggaraan pemerintahan

desa 11adalah sebagai berikut:

11 Dr.Rahyunir Rauf,Msi. Sri Maulidiah S.Sos,M.Si. Pemerintahan Desa,hlm 121
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a. Kepastian hukum adalah asas di dalam negara hukum yang

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,kepatutan,

dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintaha

desa.

b. Tertib penyclenggaraan pemerintahan adalah asas yang menjadi

landasanketeraturan,keserasian,dankeseimbangandalampengendalia

n penyelenggaraan pemerintahan desa

c. Tertib kepentingan umnum adalah asas yang mendahulukan

kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan

sclektif

d. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, Jujur, dan tidak

diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan

tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan.

e. Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan

antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa

f. Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian

berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan

g. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan

dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai

dengan ketentuan peraruran perundang-undangan.

h. Efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan
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yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan

masyarakat desa. Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa

setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan

rencana dan tujuan.

i. Kearifan lokal adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam

penetapan kebijakan harus memnperhatikan kebutuhan dan

kepentingan masyarakat.

j. Keberagaman adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang

tidak boleh mendiskriminasi kelompok dan masyarakat tertentu.

k. Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintah desa yang

mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

2.2.2 Unsur Desa

Menurut R Bintaro dalamn bukunya 12yang berjudul Pengantar

Gcograti Desa, unsur-unsur Desa mnerupakan hal yang penting untuk

diperhatikan dalam penyusunan definisi desa, unsur-unsur tersebut yakni:

a. Unsur dacrah, dalam artian tanah-tanah produktif. Beserta

penggunaanva, termasuk juga unsur lokasi, Iuas dan batas yang

merupakan unsur geografi setempat

b. Penduduk, dalam hal ini meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan,

penyebaran dan mata pencaharian penduduk setempat

c. Tata kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan

pergaulan tata desa Jadi seluk beluk kehidupan masyarakat (rural

12 Joko Purnomo, Penyelenggaraan Pemerinta Desa, Infest, Yogyakarta, 2016, Hlm 11.
R.Bintarto, Pengantar Geografi Desa, Spring, Yogyakarta, 1994, Hlm.129
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society)

2.2.3 Masyarakat Desa

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah

system semi tertutup atau semi terbuka, dimana sebagian besar intraksi

adalah antara individu-individu yang berbeda dalam kelompok tersebut.

Semua ilmu sosial mempelajari manusia sebagai anggota kelompok.

Timbulnya kelompok-kelompok itu ialah karena dua sifat manusia yang

bertentangan satu sama lain, disatu pihakdia ingin kerja sama, di pihak lain

dia cenderung untuk bersaing dengan sesame manusia. Masyarakat Desa

memiliki hak dan kewajiban, ruang lingkup pengaturanhak masyarakat Desa

dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 68 ayat (1

), yakni: Masyarakat desa berhak13

a. Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta

mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,

dan pemberdayaan masyarakat Desa,

b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;

c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis

secara bertanggung jawab tentang penyelenggaraan 14Pemerintahan

Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan

Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa:

13Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

14 Ibid, Pasal 68 ayat 2.
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d. memilih dipilih, dan'atau ditetapkan menjadi:

 Kepalu Desa

 Perangkat Desa;

 Anggota Badan Permusyawaratan Desa, atau

 anggota lembaga kemasyarakatan Desa.

 mendapatkan pengayoman gangguankententraman dan

ketertiban di Desa.Dan perlindungan dari Pengaturan hak dan

kewajiban masyarakat desa ini telah memperkuat

peran masyarakat desa sebagai subjek pembangunan di wilayahnya

sendiri, sehingga diharapkan pengaturan ini membuka ruang bagi

masyarakat untuk bersifat aktif dalam pembangunan di wilayahnya.

Pengaturan ini juga akanmembangun kesetaraan dalam memperoleh

pelayanan dan hak politik. Kewajiban masyarakat Desa selanjutnya

disebutkan dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa, yakni :Masyarakat Desa Berkewajiban

a. Membangun diri dan memelihara lingkungan Desa,

b. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan

Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan

Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik,

c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di

Desa:

d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan,

permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa;
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e. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa. Masyarakat Desa

juga merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak dan

kewajiban yang sama dengan masyarakat lain.

Hak Warga Negara Indonesia terhadap negara telah diatur dalam

Undang-Undang Dasar 1945 dan aturan hukum lainnya yang sebagai

penjabaran Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak warga negara Indonesia

yang diperoleh dari negara seperti hak untuk hidup secara layak, dan aman,

pelayanan, dan hal lain yang diatur dalam Undang-Undang. Sementara itu,

kewajiban terhadap negara selain kewajiban terhadap masyarakat secara

keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,

juga ada kewajiban yang ditetapkan dengan Undang-Undang, seperti

kewajiban untuk membela negara, dan kewajiban untuk menaati peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

2.2.4. Otonomi Desa

Pemerintah desa merupakan 15subsistem dari system

penyelenggaraan pemerintahan daerah schingga desa memiliki

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya

dalam kerangka otonomi desa itu sendin Otonomi merupakan asal kata dari

otonom secara bahasa adalah berdiri sendiri atau dengan pemerintahan

sendiri.

Istilah otonomi selalu dikaitkan dengan otonomi daerah yang

15 Bambang Budiono, Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan Di Indonesia,
Renika
Yogyakarta,2000,Hlm 32.
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menurut undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Dacrah

Pasal 1 ayat (5) diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan peemerintah dan

kepentingan masyarakat perundang-undanga setempat sesuai dengan

peraturan Kompleksitas pedesaan sesungguhnya nyaris sama dengan

persoaan Negara.

Hal ini dikarenakan Desa merupakan dalam sebuah cikal bakal dari

terbentuknya suatu masyarakat politik dan pemerintahan yang jauh

sebelum bangsa ini berdiri. Adanya struktur sosial sejenis desa, masyarakat

adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosialkedudukan yang

teramat penting.Pengakuan terhadap otonomi desa bukan hanya di atas

kertas saja seperti kebebasan memberi nama desa dan sebagainya, tetapi

juga harus memberikan16implementasi pengakuan terhadap kewenangan-

kewenangan desa, terutama kewenangan asli (oroginair) yang telah turun

temurun diketahui sebagai kewenangan desa.

Dalam hal ini yang harus dijadikan patokan adalah pengakuanatas

"keanekaragaman" sebagai dasar pemikiran dalam desain otonomi desa.

Desa merupakan bagian dari institusi yang otonom dengan di dalamnya

terdapat berbagai tradisi, adat- istiadat dan hukum dari masyarakat yang

ada dan bersifat relatif mandiri. Dikatakan institusi yang otonom diartikan

sebagai institusi yang berhak mengatur atau memerintah dirinya sendiri

16 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat 5
Bambang Budiono, Menelusuri….,Op.Cip.,Hlm.34.
Ateng Syafrudin, Suprin Na’a, Republik Desa, 2010,Hlm.10-11
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sesuai dengan aspirasi dari masyarakat yang ada di dalamnya.

Pernyataan di atas tersebut diindikasikan dengan adanya tingkat

keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud dari

bangsa yang paling kongkrit dan nyata Dengan addanya perubahan atas

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka Peraturan Pedoman

Umum Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Pengaturan Mengenai

Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Penyesuaian tersebut terlihat pada diterbitkannya Pemerintah Nomor 47

Tahun 2015 Tentang Desa sebagai pengganti Peraturan Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Pengaturan

Mengenai Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 17Tentang

Desa merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah. Dengan adanya Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Desa mengakibatkan adanya

otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan

penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah

daerah untuk melaksanakan urusarn pemerintah tertentu.

Sedangkanterhadap desa di luar desa geneologis yaitu desa yang

bersifat administrative seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa

atau karena tranistnigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya

17 Untung Muarif, Pilihan Kepala Desa Demokrasi Masyarakat Yang Teracuni, Mandala,
Yogyakarta,2000,Hlm 52.
Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Desa.
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pluralistis, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa yang

merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk menyatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan dankopentingan nasvarakat berdasarkan hak

asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat

diberikan kesempatan untuk berkembang mengikuti perkembangan desa itu

sendiri tumbuh dan Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada

berdasarkan hak asal-usul desa.

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten atau

Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari

Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh

peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada desa.

2.3 Kerangka Pikir

Analisis Peran Badan
Permusyawaratan Desa (BPD)
Dalam Pemerintahan Di Desa
Tanggilingo Kabupaten Bone

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG DESA
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2.4. Defenisi Operasional

1. Peran: berarti sesorang yang melakukan tindakan yang dimana

tindakan terscbut diharapkan oleh masyarakat lain. Artinya setiap

tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk

sebagian orang

2. Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) sebagai "parlemen"-nya desa.

BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di

hambatan BPD di Desa Tanggilingo
a. Kapasitas Sumber Daya

Manusia BPD Yang Lemah.
b. Kerjasama dengan Kepala

Desa

Implementasi Peran BPD Di
Pemerintahan Desa

a. Membahas dan
Menyepakati
Rancangan Peraturan
Desa
Bersama KepalaDesa.

b. Mendengarkan aspirasi
rakyat desa.

Terwujudnya Pemerintahan Desa

Yang Baik
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Indonesia.

3. Desa :adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang

mempunyai kekuasaaan dan lembaga yang mengurus masalah

kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara.

5. Undang-undang adalah salah satu jenis peraturan perundang-

undangan yang di pergunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan pada judul penelitian dan rumusan masalah, penelitian

yang di ambil adalah peletian empiris. Menurut Soerjono Soekonto dan

Sri madmuji, penelitian hukum emiris adalah penelitian di lakukan

dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang di peruleh secara

langsung dari masyarakat. Jenis penelitian merupakan jenis penelitian

yang terus berkembang dalam penelitian hukum dalam kaitannya

dengan ilmu-ilmu sosial yang lain, yang menjadiakn fenomena atau

gejala hukum di masyarakat sebgai salah satu objek kajiannya.18

Untuk mendukung penelitian ini, penelitian normatif dengan

pendekatan hukum juga dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan pemerintah daerah dan pertambangan.

3.2 Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek Peneliti ini adalah Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanggilingo dan Pemerintah Desa

Tanggilingo. Serta seluruh masyarakat yang ada di Desa Tanggilingo.

3.3 Lokasi Penellitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanggilingo kecamatan Kabila

kabupaten Bone Bolango.

18 Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H,2020,”penelitian hukum pilihan metode & praktik penulisan
artikel,”cet-3, mirra buana media, yogyakarta, hal 42
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3.4Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua

sumber data sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari para informan di

lokasi penelitian melalui wawancara dan observasi.

2. Data sekunder, yaitu data yang sudah ada dan dipadatkan di lokasi

penelitian yang dapat beruba dokumen-dokumen yang mempunyai

hubungan dengan permasalahan yang diteliti, literatur-literatur, dan

lain sebagainya.

3.5Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung yang ada

dilapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian. Adapun

yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu di desa Tanggilingo

Kabupaten Bone Bolango.

2. Wawancara

Yaitu mengadakan tanya jawab langsung kepada sejumlah

informasi untuk memperoleh informasi dan gagasan yang

berkaitan erat dengan penelitian ini. Adapun tujuan penelitian

menggunakan metode wawancara ini adalah untuk memperolah

data secara jelas dan konkret.
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3. Dokumentasi

Teknik ini bertujuan melengkapi teknik wawancara dan observasi

berupa catatan resmi yang berkaitan dengan objek penelitian.

3.6Teknik Analisis Data

Pada umumnya penelitian hukum empirik menggunakan teknik

analisis bersifat deskriptif, untuk membedakan penggunaan teknis analisis

yang preskriptif.

pada penelitian hukum normative. Analisis deskriptif mengandung

bahwa peneliti memberikan penjelasan, menggambarkan, dan memaparkan

apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum yang

diperoleh dari hasil penelitian. Dalam mendeskripsikan itu dikemukakan apa

adanya, tanpa disertai tanggapan atau pendapat peneliti. Sebagai kondisi

hukum, misalnya suatu undang-undang bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan laiinya dengan mengutip pasal-pasal terkait seperti

adanya, atau suatu putusan hakim yang kontraversal dengan mengutip

bagian-bagian tertentu dari putusan seperti apa adanya tanpa diberi

komentar oleh peneliti yang bersifat solusi.
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BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum desa Tanggilingo

Kabupaten bona bolango adalah adalah sebuah kabupaten di Provinsi

Gorontalo, Indonesia. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran kabupaten

Gorontalo tahun 2003. Pada waktu di mekarkan kabupaten Bone bolango

hanya terdiri 4 wilayah kecamatan, yaitu : Bone pantai, Kabila, Suwawa, dan

tapa.

Bertitik tolak amanah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

otonomi daerah serta mengingat Undang-undang Nomor 38 tahun 2000

tentang terbentuknya provinsi Gorontalo yang kala itu hanya memiliki 3

daerah, sementara idealnya memiliki 5 Kabupaten atau kota.

Maka atas semangat dan aspirasi seluruh masyarakat di 4 kecamatan

yang terdapat di Kabupaten Gorontalo masing-masing kecamatan Suwawa,

kabila, tapa dan bone pantai. Di bawah naungan komite solidaritas

pembentukan kabupaten baru (KSPKB) yang berusaha berjuang menjadikan

4 kecamatan ini untuk menjadi suatu daerah Kabupaten.
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Sedangkan tepat pada tanggal 25 februari 2003 di resmikan kabupaten

Bone bolango sebagai kabupaten yang ke 4 di Provinsi Gorontalo sesuai

amanat Undang-undang Nomor 6 tanhun 2003 tentang pembentukan

kabupaten pohuato dan kabupaten Bone bolango di Provindi Gorontalo.

Desa Tanggilingo merupakan sala satu desa yang terletak di

kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, desa

Tanggilingo sama dengan desa desa pada umumnya yaitu di pimpin oleh

seorang kepala desa atau istilah yang sering di gunakan oleh masyarakat

desa Tanggilingo dengan sebutan Ayah handa. Jumlah penduduk 2049 jiwa.

Dan terdiri dari 3 Dusun. Setiap dusun itu dikepalai seorang yg merupakan

masarat yang berada di dusun tersebut. Perbatasan wilayah Desa Tanggilingo

Sebagai berikut:

Utara : Desa Poowo Kec.Kabila

Timur : Desa Dutohe Barat, Kec.kabila

Barat : Kelurahan Padengo

Selatan : Desa Timbuolo, Kec.Botupingge

4.2.1. Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberikan

pengaruh yang sangat besar, terutama bagi pelaksanaan pemerintahan

desa yang baik sesuai dengan yang diharapkan bagi pemerintah terlebih lagi

oleh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih memerlukan

peningkatan dalam pengembangan berbagai metode yang memungkinkan
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terdorongnya partisipasi masyarakat. “Dengan hadirnya BPD atau yang

disebut dengan nama lain. Dimana badan legislatif baru ini berperan

sebagai pengayom adat-istiadat, membuat Peraturan Desa bersama Kepala

Desa, menampung danmenyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan

pengawasan terhadap penyelenggaraaan pemerintahan desa.19”Selanjutnya

dapat diketahui mengenai tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa

adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Badan Permusyawaratan Desa (BPD):

BPD mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

desa dengan memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan oleh kepala

desa sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa.

2. Adapun fungsi Badan Permusyawaratan Desa menurut UU No 6
tahun 2014 adalah:

a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala

Desa;

b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan

c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Fungsi BPD menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 yakni

penetapkan peraturan desa bersama dengan kepala desa, disini BPD dan

pemerintah desa (kepala desa beserta aparat) merupakan mitra, bekeja

sama membangun kesejahteraan masyarakat sebagi ungkapan

ide/gagasan untukp kehidupan yang lebih baik. menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja

19 Moch.Solekhan. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.hlm. 35
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Kepala Desa.

menurut Nurcholis bahwa;

“Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsure

penyeleng gara pemerintahan desa. Sehingga dalam penyelenggaraan pe

merintahan desa di Indonesia terdapat adanya dua lembaga: Pemerintah

Desa dan BPD. Pemerintah desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan

pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi

menetapkan peraturan desa bersama

kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”.

menurut Wasistiono dan Tahir bahwa;

“Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada selama ini berubah namanya

menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa

berfungsi menetapkan Pearturan Desa bersama Kepala Desa, menampung

dan menyalurkan aspirasi masyarakat”.20

menurut Effendy bahwa;

“Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau disebut dengan nama lain

adalah suatu lembaga perwakilan rakyat desa yang menjalankan fungsi

artikulasi dan fungsi agregasi kepentingan dari warga atau masyarakat

desa itu sendiri, fungsi legislasi (peng aturan), fungsi budgeting (anggaran)

dan fungsi pengawasan. Keanggotaan dari lembaga BPD dapat dipilih

secara langsung atau berdasarkan musyawarah masyarakat secara

20 DR.Rahyunir Rauf,M.Si.,Sri Maulidiah,S.Sos.,M.Si. hlm 22-23
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berjenjang sesuai dengan adat is tiadat dan tradisi dari desa setempat”.21

4.2.2. Membahas dan Meyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama

Kepala Desa

Dalam ketentuan Perundang-undangan salah satu fungsi Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai lembaga legislasi atau

perangkat yang merumuskan suatu peraturan desa yang akan

diimplementasikan kepada masyarakat desa. Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) sebagai mitra pemerintah desa sekaligus sebagai unsur

perwakilan masyarakat yang mempunyai arti strategis dalam membentuk

dan menetapkan peraturan desa, menyuarakan dan untuk

memeperjuangkan hak-hak serta kepentingan rakyat dalam proses

pelaksanaan pemerintahan desa.

Dijelaskan dalam Peraturan-Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Desa Pasal 84 huruf a bahwa : “ kewenangan BPD membahas rancangan

peraturan desa bersama kepala desa”. Dalam Pasal 77 huruf a, anggota

BPD mempunyai hak untuk mengajukan rancangan peraturan desa, huruf b

“anggota BPD mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan”. Ini berarti

sebuah legitimasi bagi BPD dalam melaksanakan tugasnya selaku lembaga

legislatif di desa. Dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan pemerintah Desa (Kepala

Desa dan Perangkat Desa), melalui beberapa proses antara lain sebagai

berikut:

21 DR.Rahyunir Rauf,M.Si.,Sri Maulidiah,S.Sos.,M.Si. Op.cit. hlm. 44.
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a. Pemerintah Desa mengundang anggota BPD untuk menyampaikan

maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-

pokok peraturan desa yang diajukan.

b. BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan desa, demikian

halnya dengan pemerintah desa yang juga mengajukan rancangan

peraturan desa.

c. BPD memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau

menyempurnakan rancangan peraturan desa.

d. Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa

untuk diagendakan.

e. BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu

sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Dalam menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah

Desa.Setelah diajukan rancangan Peraturan Desa kemudian akan dibahas

bersama dalam rapat BPD dan setelah mengalami penambahan dan

perubahan, kemudian rancangan Peraturan Desa tersebut disahkan dan

disetujui serta ditetapkan sebagi Peraturan Desa.22 Dalam menetapkan

peraturan desa, antara BPD dan Kepala Desa sama-sama memiliki peran

yang sangat penting antara lain sebagai berikut :

a. BPD menyutujui dikeluarkannya Peraturan Desa.

b. Kepala Desa menandatangani Peraturan Desa tersebut.

22 Melisa Fitra, Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan di Desa, hlm. 24-25
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c. BPD membuat berita acara tentang Peraturan Desa yang baru ditetapkan.

d. BPD mensosialisasikan Peraturan Desa yang telah disetujui pada

masyarakat melalui kepala dusun ataupun mensosialisasikannya secara

langsung untuk diketahui dan dipatuhi serta ditentukan pula tanggal mulai

pelaksanaannya”.

Dimaksud dengan peraturan desa adalah semua peraturan yang

ditetapkan oleh kepala desa setelah dimusyawarahkan dan telah mendapat

persetujuan Badan Permusyawaratan Desa. 23

Pak mohamad S. badu selaku Kepala desa tanggilingo mengatakan awal
peyusunan tanggal 15 Agustus sampai dengan di tetapkan menjadi
peraturan desa pada tanggal 28 november.

Setidaknya ada 26 jenis peraturan desa atau hal-hal yang bisa

dimasukkan kedalam kategori peraturan desa yaitu: AnggaranPendapatan

dan belanja Desa (APBDes), penegasan batas wilayah Administrasi Desa,

penetapan pusat-pusat pertumbuhan dan pengembangan Desa, penetapan

sebutan untuk desa, kepala desa,perangkat desa, badan permusyawaratan

desa, penetapan keberadaan lembaga adat dan lembaga kemasyrakatan

desa, penetapan susunan organisaisi pemerintahan desa, penetapan

pemilihan pencalonan dan pemilihan anggota badan permusyawaratan

desa, penetapan yang berhak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan

anggota badan permusywaratan desa, penentuan tanda gambar calon,

pelaksanaan kampanye dan cara pemilihan anggota badan

permusyawaratan desa,penerapan besarnya anggota badan

permusyawaratan desa, pemebentukan panitia pencalonan dan pemilihan

23 Ibid hlm 25
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perangkat desa, penetapan yang berhak menggunakan hak pilihnya dalam

pemilihan perangkat desa, penentuan tanda gambar calon, pelaksanaan

kampanye cara pemilihan, dan biaya pemilihan perangkat desa, penetapan

jumlah perangkat desa, pembentukan susunan panitia pencalonan dan

pemilihan kepala desa, penetapan yang berhak menggunakan hak pilihnya

dalam pemilihan kepala desa, penentuan tanda gambar calon, pelaksanaan

kampanye cara pemilihan, dan biaya pemilihan kepala desa, jenis dan

besarnya penghasilan, tunjangan dan penghasilan tambahan kepala desa

dan perangkat desa, pemberian penghargaan kepada mantan kepala desa

dan perangkat desa, penetapan pengelolaan dan pengaturan

pelimpahan/pengalihan fungsi sumber-sumber kekayaan desa, ketentuan

jenis-jenis pungutan desa, pendirian Badan usaha milik desa, Pendirian

Badan Kerjasama Desa, Penetapan Rencana Umum Pembangunan Desa,

aturan-aturan pelaksanaan dari peraturan daerah mengenai pemerintahan

desa, peraturan desa lainnya yang sesuai dengan masalah yang

berkembang di desa.24

Dari 26 jenis peraturan yang dikategorikan sebagai Perdes menurut

HAW Widjaja tersebut, penulis melakukan pengelompokan terhadap Perdes

yang mungkin bisa dilaksanakan oleh BPD Tanggilingo. Dari 26 jenis

peraturan yang disebutkan diatas lalu penulis melakukan wawancara

dengan ketua BPD Tanggilingo peraturan-peraturan apa sajakah yang sudah

di buat oleh BPD Desa Tanggilingo.

24 HAW. Widjaja, Penyelenggara Otonomi Di Desa,hlm. 92
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Fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa ini , bukan

fungsi yang baru di jalankan oleh badan permusyawaratan desa, karena

sebelumnya di dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa sudah

mencantumkan fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa.

Jadi sebenarnya fungsi ini bukanlah fungsi yang asing bagi anggota Badan

Permusyawaratan Desa, tetapi memang dalam pelaksanaanya ternyata

dalam BPD Tanggilingo ini hanya bisa menetapkan satu peraturan desa

yaitu APBDes.

4.2.3. Mendengarkan Aspirasi rakyat Desa

Badan Permusyawaratan Desa sebagai pendorong partisipasi

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut masa

depan mereka sendiri. Suatu pertisipasi sudah tentu tidak bersifat lokalistik

kedesaan, melainkan memungkinkan adanya peran dalam pengambilan

kebijakan mengenai desa itu sendiri. Oleh karena itu besarnya harapan

terhadap keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai

lokomotif demokrasi di pedesaan, maka dipandang perlu meningkatkan

kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD), agar peraturan-peraturan

desa yang dihasilkan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) sesuai dengan peran yang digariskan dalam Undang-Undang

khususnya anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat

menjalankan fungsinya dalam pembentukan peraturan desa dan
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penampung aspirasi Masyarakat. 25Pembentukan Badan Permusyawaratan

Desa dimaksudkan sebagai wadah organisasi masyarakat untuk ikut

sertakan dalam memberikan pendapat dan masukan serta kritik yang

ditujukan kepada pemerintah desa, dengan memberikan penilaian terhadap

kinerja pemerintah desa baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan,

dan kemasyarakatan serta masalah- masalah lainnya yang berhubungan

dengan kepentingan atau kebutuhan masyarakat desa. Dengan demikin

pengaruh peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat signifikan

dan sangat menentukan bagi masyarakat di Desa terutama berkaitan

dengan aspirasi yang berkaitan dengan kesejahteraan, dan keadilan

masyarakat Desa selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan

penyelenggaraan pemerintahan Desa yang demokratis yang mencerminkan

kedaulatan rakyat. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam

Pemerintahan desa begitu penting dalam rangka penyelenggaraan

kesejahteraan.Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan

kesejahteraan masyarakat.Pemerintah harus berusaha secara optimal

mewujudkan keinginan warganya, baik dalam bidang pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan. Ketiga bidang ini selalu berkaitan dan

sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara. Oleh karenanya partisipasi masyarakat ini harus diakomodir

dalam suatu institusi yang diharapkan sebagai kerja pemerintah khususnya

pemerintah desa, yang dalam hal ini dilakukan melalui Badan

25 Melisa Fitra. Op.cit. hlm. 47.
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Permusyawaratan Desa. Salah satu bentuk tugas dan fungsi dari Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi

masyarakat.Badan Permusyawartan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di

desa merupakan tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan

aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian

menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau

lembaga terkait.Untuk itu dibutuhkan pengetahuan oleh masyarakat tentang

keberadaan dan peranan BPD.

“Banyak cara yang dilakukan untuk menampung segala aspirasi atau

keluhan-keluhan yang kemudian ditindaklanjuti yaitu dengan cara tertulis

dan secara lisan. Cara tertulis misalnya masalah- masalah tersebut terkait

dengan pembangunan dan kemajuan desa maka akan dibahas dan

dibicarakan lebih lanjut dalam bentuk peraturan-peraturan desa, dan dengan

cara lisan yaitu masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung kepada

Badan Permusyawaratan Desa(BPD) pada saat ada pertemuan desa dan

ketika ada rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD)”.26

Oleh sebab itu, setiap anggota BPD juga harus mampu membaca

kepentingan kepentingan masyarakatnya. Menyalurkan aspirasi serta

menjembatani apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa. Selain itu

juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mampu menggerakkan

masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

karena masyarakat memiliki hak untuk melakukan kontrol terhadap

26 Melisa Fitra, Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan di Desa., hlm 27
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lembaga pemerintah.

Moch. Solekhan mengatakan bahwa :

“Forum Musrenbangdes yang merupakan forum partisipasi untuk

menyuarakan aspirasi masyarakat desa, dalam prakteknya masih belum

bisa termanfaatkan secara maksimal. Faktor yang menyebabkannya antara

lain: pola budaya paternalistik yang cendrung menurut saja apa kata

pimpinan, perasaan “ewuhpakewuh” dan sebagainya. Akibatnya, stake

holders yang terlibat dalam Musrenbangdes lebih banyak didominasi oleh

para elit desa, yang hanya terbatas pada actor pemerintahan desa dan

lembagalembaga formal di tingkat desa, seperti: BPD (Badan

Permusyawaratan Desa), LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Desa), Tim Penggerak PKK ( Program Kesejahteraan Keluarga), RW (Rukun

Warga), RT ( Rukun Tetangga). Sementara keterlibatan organisasi sosial,

organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi keagamaan,

organisasi petani, dan kelompok-kelompok pemuda masih sangat

terbatas”.27 Berdasarkan wawancara

pak Arfan Akuba ketua BPD Tanggilingo, menjelaskan bahwa pelaksanaan

fungsi BPD Dalam menampung dan menyalurkan menyalurkan aspirasi bisa

dikatakan belum maksimal. Hal itu disebabkan karena masyarakat dalam

menyampaikan aspirasinya langsung kepada anggota BPD tanpa

memerhatikan birokrasi pemerintahan. Sehingga aspirasi tersebut dirasa

masih mengandung kepentingan pribadi ataupun kelompok. Masyarakat

27 Moch Solekhan. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
hlm 12.
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seharusnya menyampaikan aspirasinya melalui pertemuan-pertemuan dan

rapat-rapat desa. Selain masalah tersebut, ketua BPD Tanggilingo

menambahkan bahwa persoalan lainnya adalah kurangnya koordinasi

antara anggota BPD dan masyarakat, ini disebabkan oleh karena kesibukan

pekerjaan pokok dari pada anggota BPD sehingga mereka tidak setiap

waktu berada di kantor secretariat BPD. Dalam proses di atas penampung

aspirasi sebenarnya suda dilakukan dengan musyawara desa yang di hadiri

oleh pemerintah desa, BPD, took agama, took adat, took perempuan, dan

took masyarakat yang dimana semua aspirasi yang di sampaikan pada

saatmusyawara itu suda di tampung oleh peserta musyawara desa lebih

kususnya pemerinta desa.

Di tahun 2021 awal mula prongram kepala desa terpilih yaitu bapak

mohamad badu melakukan musyawara desa dan menampung aspirasi

masyarakat yang dimana pada tahun 2021 tersebut hampir 100% kegiatan

aspirasi dari masyarakat yang telah di realisasikan. Kemudian adapun

kegiatan yang tidak terealisasi di karenakan adanya wabah covid 19 yang

membuat kegiatan lainnya tidak terealisasi kegiatan tersebut :

1. Pmt lansia

2. Penyuluhan tentang penanganan ODGJ

3. Pembangunan jamban 5 unit

4. Pemberian modal bumdes

Pada tahun 2022 kegiatan yang tidak terealisasi berdasarkan usulan

masyarakat/aspirasi adalah sebagai berikut :
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1. Pmt lansia

2. Pos gigi balita

3. Pos gigi ibu hamil dan ibu menyusui

4. Pos gigi

5. Pembangunan rumah layak huni 5 unit

6. Pembangunan sumur gali 5 unit

7. Pembangunan jamban 7 unit

8. Pemberian modal bumdes

Prongram di atas yang tidak terealisasi di atas tersebut terkendala dengan

adanya covid 19 yang menimpah masyarakat tanggilingo sehingga

anggaran yang suda di rencanakan dari awal tidak dapat di salurkan di

karenakan adanya peraturan-peraturan yang mengharuskan pemerinta desa

untuk melakukan perubahan angaran untuk penangganan covid 19.

KEGIATAN BERDASARKAN ASPIRASI MASYARAKAT
Tahun I (2021)

EstimasiAnggaran DD TahunBerjalanRp.859000000
NO JenisKegiatan Realisasi
1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

- Penyusunan/Pemutakhiranpenginputanprofildesa
- PenyelenggaraanMusyawarahPerencanaanDesa/P

embahasanAPBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra
-Musrenbangdes, dll., bersifatreguler)

- Insentif Kader Pembangunan MasyarakatDesa
(KPMD)

- PenyelenggaraanMusyawarahDesalainnya
(musdus, rembugwarga, dll., yang bersifat non-
regulersesuaikebutuhandesa)

- PenyusunanRPJMDes
- PenyusunanRKPDes
- PenyusunanAPBDes
- PenyusunanAPBDesPerubahandan LPJ APBDes

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

V

V

V

V

V
V
V
V
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2.

3.

- Pemberianinsentif Guru Ngajisetiapbulan
- PemberianHonorium Guru Paud
- PemberianHonoriumPengelola PAUD
- PemberianMakananTambahanbagiIbuHamildanIbu

Menyusui
- PemberianMakananTambahanBalita
- PemberianMakananTambahanLansia
- PosGiziBalita
- PosGiziIbuHamildanMenyusui
- Insentif KPM
- Insentif Kader Kesehatan
- Penyuluhantentangpenanganan ODGJ
- Konvergensi Stunting
- PosGizi
- Pembangunan danPengembanganTernakAyam
- Pengembangan Usaha EkonomiProduktif di

BidangPertanian
- Pembangunan JambanKeluargaDusun 5 Unit
- Pembangunan Ruang Terbuka Hijau
- PenyelenggaraanInformasiPublikDesa
- PengadaanSistemInformasiDesaBerbasis ITE
- Langganan Koran

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
- Pemberian Modal Usaha untukpengembangan

Usaha ProduktifsesuaidenganKeahlian (UMKM)
- Pemberian Modal Bumdes

V
V
V
V

V

V
V
V
V

V
V
V

V

V
V
V

V

Dana APBD

- PeningkatanAksesJalanDusun III
- Pembangunan IPAL Dusun II

Tahun II (2022)
1% Tahun I= 8.590.000

EstimasiAnggaran DD TahunBerjalan + 1% Tahun I =Rp.867.590.000
NO JenisKegiatan Anggaran (Rp)
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1.

2.

3.

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
- Penyusunan/Pemutakhiranpenginputanprofildesa
- PenyelenggaraanMusyawarahPerencanaanDesa/P

embahasanAPBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra
-Musrenbangdes, dll., bersifatreguler)

- Insentif Kader Pembangunan MasyarakatDesa
(KPMD)

- PenyusunanRKPDes
- PenyusunanAPBDes
- PenyusunanAPBDesPerubahandan LPJ APBDes

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
- Pemberianinsentif Guru Ngajisetiapbulan
- PemberianHonorium Guru Paud
- PemberianHonoriumPengelola PAUD
- PemberianMakananTambahanbagiIbuHamildanIbu

Menyusui
- PemberianMakananTambahanBalita
- PemberianMakananTambahanLansia
- PosGiziBalita
- PosGiziIbuHamildanMenyusui
- Insentif KPM
- Insentif Kader Kesehatan
- Konvergensi Stunting
- PosGizi
- Pembangunan RumahLayakHuniDusun5 Unit
- Pembangunan SumurGali/Suntik 5 Unit
- Pembangunan JambanKeluargaDusun7 Unit
- PenyelenggaraanInformasiPublikDesa
- PengadaanSistemInformasiDesaBerbasis ITE
- Pengadaan/Pemeliharaan Internet Gratis

untukmasyarakat
- Langganan Koran
- PengadaanLampuJalanTenaga Surya 5 Unit

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
- Pemberian Modal Bumdes

V

V

V

V
V
V

V
V
V
V

V

V
V
V

V
V

V

V

4.2.4. Pengawasan Kinerja Kepala Desa.

Fungsi BPD selanjutnya adalah melakukan Pengawasan terhadap

kinerja Kepala Desa, fungsi ini tidak kalah pentingnya dari kedua fungsi
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lainnya, dalam melakukan pengawasan yang merupakan wujud dari check

and balance pada pemerintahan desa. BPD melakukan pengawasan

terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan,

peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan bersama BPD dilaksanakan

oleh Pemerintah Desa. Fungsi pengawasan kinerja kepala desa merupakan

fungsi terbaru dari BPD jika dalam Undang-Undang sebelumnya dalam

Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah belum

mencantumkan tentang fungsi melakukan pengawasan kinerja kepala desa,

dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 sudah mengatur tentang

adanya fungsi tersebut. Berdasarkan wawancara dengan ketua BPD Desa

Tanggilingo pak Arfan Akuba menyebutkan bahwa Upaya pengawasan

dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan

dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sikap

Kepala Desa yang tidak otoriter dalam menjalankan kepemimpinannya

menjadikan BPD mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk

mewujudkan adanya pemerintahan yang baik dan berpihak kepada warga.

Beberapa cara pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Tanggilingo

terhadap pelaksanaan peraturan desa, antara lain :

a) Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa

b) .Jika terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk pertama

kali secara kekeluargaan.

c) BPD akan mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh Ketua

BPD.
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d) Jika terjadi tindakan yang sangat sulit untuk dipecahkan, maka BPD akan

memberikan sanksi atau peringatan sesuai yang telah diatur di dalam

peraturan seperti melaporkan kepada Camatat serta Bupati untuk

ditindaklanjuti.

Ditambahkan lagi oleh pak Arfan Akuba ketua BPD Tanggilingo bahwa

pengawasan yang dimaksudkan disini adalah pengawasan terhadap

ketentuan yang telah disepakati bersama agar tidak terjadi penyimpangan

dan apabila telah terjadi penyimpangan maka dapat dijadikan evaluasi

dimasa yang akan datang dan agar tidak terjadi kembali kesalahan yang

sama. Jadi pengawasan yang dilakukan oleh BPD bukan untuk menjatuhkan

kepala desa, Karena BPD dan kepala desa merupakan mitra dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengawasan yang dilakukan BPD

Tanggilingo terhadap pelaksanaan kinerja kepala desa, sejauh ini belum

pernah sampai ketingkat pemberian sanksi. BPD Tanggilingo dalam

melaksanakan pengawasan suatu peraturan desa atau keputusan desa

sering dilakukan secara lisan kepada kepala desa atau sekretaris desa

dalam setiap kesempatan dan dijawab secara lisan pada kesempatan yang

sama pula kecuali pertanggungjawaban kepala desa kepada BPD.

4.3.1. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi BPD di Desa

Tanggilingo.

Badan Permusyawaratan Desa yang mempunyai tiga fungsi utama

yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama

Kepala Desa,menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan
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melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Di dalam pelaksannaannya

BPD di Desa Tanggilingo seperti yang di bahas sebelumnya ternyata belum

dilaksanakan secara maksimal. Belum maksimalnya BPD dalam

menjalankan fungsinya ada beberapa hal yang menjadi factor penyebabnya,

penulis akan membahas beberapa factor yang mempengaruhi pelaksanaan

Fungsi BPD di Desa Tanggilingo.

4.3.2. Kapasitas Sumber Daya Manusia BPD Yang Lemah.

Salah satu syarat untuk dapat menjadi anggota BPD adalah Dengan

syarat tersebut tentunya diharapkan bahwa anggota BPD yang terpilih

mempunyai pengetahuan yang cukup dan dapat melaksanakan tugas dan

fungsinya secara baik. Untuk tingkat pendidikan anggota BPD di

Tanggilingo, dari lima anggota BPD di Tanggilingo, 3 anggota berpendidikan

S1 dan 2 anggota berpendidikan SMA. Dari latar belakang pendidikan dari

anggota BPD diatas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan anggota BPD

Tanggilingo sudah cukup memadai. Menurut penulis tingkat pendidikan

sangat berpengaruh dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai

anggota BPD, semakin tinggi pendidikan idealnya akan semakin baik atau

semakin mudah dalam menjalankan tugas dan fungsinya begitupun

sebaliknya, semakin rendah penidikan akan menggangu atau kurang

maksimalnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Menurut penulis

juga Kurangnya kepemimpinan yang efektif. BPD membutuhkan

kepemimpinan yang kuat dan efektif untuk mengkoordinasikan kegiatan

dan memastikan tujuan dan visi BPD tercapai. Jika sumber daya manusia di
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BPD tidak memiliki kemampuan kepemimpinan yang memadai, hal ini dapat

menghambat kemampuan BPD untuk berfungsi secara optimal. Dari

pengakuan Halun oli anggota BPD di Tanggilingo, meraka mengakui bahwa

mereka ada rapat bersama kepala desa rapatnya mendadak sehingga

anggota BPD tidak hadir dirapat. Kemudian dari aspek pengetahuan atau

pemahaman anggota BPD mengeani fungsinya masih relative rendah, hal ini

bisa kita lihat dari ketidaktahuan mereka mengenai berbagai jenis atau

keputusan yang masuk dalam kategori peraturan Desa. Dari pemaparan

diatas bisa dikatakan pengalaman dan pemahaman anggota BPD di

Tanggilingo Ini masih relative rendah, tentunya kondisiini sangat

mempengaruhi kinerja para anggota BPD dalam melaksankan tugasnya.

4.3.3. Kerjasama dengan Kepala Desa

Faktor ini sangat besar pengaruhnya sebagai penghambat efektifitas

peran dan fungsi BPD dimana Kepala desa tidak memberi ruang gerak

kepada BPD sesuai kewenangannya, pak Mohamad S. Badu Kepala Desa

Tanggilingo berpendapat bahwa kehadiran BPD justru menjadi penghambat

dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa. Kepala desa menerangkan

bahwa pada saat rapat desa kadang terlambat dan tidak perna hadir dirapat

Desa. Badan permusyawaratan Desa (BPD), fungsi menetapkan peraturan

Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi

masyarakat dan disamping itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan Desa,dalam rangka
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pemantapan pelaksanaan kinerja Pemerintah Desa, maka antara anggota

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa harus terjadi

sinergitas keduanya. Kehadiran Badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam

pemerintah Desa dengan sebagai fungsi dan kewenangannya diharapkan

mampu mewujudkan sistem chek and balances dalam penyelenggaraan

pemerintahan Desa. Namun penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan

sejajar antara BPD dan Kepala Desa dalam penyelenggaan pemerintah Desa

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan, ternyata dalam

pelaksanaanya diwarnai oleh praktek-praktek hubungan kerja yang kurang

harmonis dan mengarah kepada terjadinya konflik serta menunjukkan

kecenderungan terjadinya dominasi Kepala Desa atas BPD, berdasarkan

pengamatan penulis bahwa walaupun terjadi hubungan kekerabatan antara

pengurus BPD dengan Bapak Kepala Desa, namun tidak seluruh pandangan

atau kehendak BPD yang menjadi pedoman untuk berkarya, banyak hal yang

mengakibatkan terjadinya hubungan yang tidak harmonis antara BPD

dengan Kepala Desa, salah satu unsur ketidak harmonisan ini terjadi karena

adanya sifat dominan dari hukum tua dalam proses penyusunan dan

penetapan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBD) yang menjadi

dasar (BPD) dalam melaksanakan fungsi kontrolnya terhadap kinerja Kepala

Desa, pelaksanaan peraturan Desa dan pelaksanaan pertanggung jawaban

Kepala Desa. Dalam melaksanakan roda pemerintahan Desa, Kepala Desa

dalam kepemimpinannya memiliki sikap arogansi terhadap segala apa yang

menjadi kebijakannya hal ini dapat dilihat dari kebijakan yang telah
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dilaksanakan oleh warga masyarakat Desa, Berdasarkan pengamatan

penulis bahwa sikap arogansi terhadap kepemimpinan yang dimiliki Kepala

Desa Tanggilingo Satu sebagai sikap kepemimpinan yang tegas mendapat

penilaian negatif dimata masyarakatnya sehingga yang muncul adalah rasa

takut, bukan rasa segan dan menghormati sehingga masyarakat tidak loyal

terhadap apa yang dikehendaki oleh Kepala Desa. Di dalam Pemerintahan

Desa juga sering terjadi tarik menarik kepentingan, hal ini dapat dipahami

sebagai suatu kondisi dimana Kepala Desa sebagai pemerintah Desa dan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan

masyarakat Desa saling mengutarakan kepentingan mereka masing-masing

yang di dasarkan pada hak dan kewenangan yang mereka miliki yang

terkadang dicampur adukkan dengan kondisi politik dalam rangka

pencitraan kepada masyarakat sebagai salah satu proses Demokrasi.

Permasalahan tarik menarik kepentingan sebagai salah satu faktor

penghambat dalam mengukur tingkat efektifitas fungsi BPD, hal ini didasari

atas informasi yang diberikan Kepala Desa : “Dalam implementasi fungsi

Badan Permusyawaratan Desa (BPD).Kondisi tarik menarik kepentingan

antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi

hal yang lumrah. Hal ini disebabkan karena adanya keinginan untuk

memberikan suatu yang terbaik bagi penyelenggaraan pemerintah Desa“.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa mempunyai

kedudukan yang setara, karena keduanya sama-sama dipilih oleh anggota

masyarakat Desa setempat, tetapi kalau dilihat dari proses pemberhentian,
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terkesan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kewenangan

mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati. Sementara

Kepala Desa tidak lebih dari pada itu, dalam proses penetapan perangkat

Desa, Kepala Desa harus meminta persetujuan kepada Badan

Permusyawaratan Desa. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan

langsung dilapangan maka dapat dipahami bahwa tarik menarik

kepentingan dalam implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) yang terjadi di Desa Tanggiingo adalah wujud ketidak matangan para

penyelenggara pemerintahan dalam menyikapi suatu proses demokrasi,

malah menjadikanya sebagai jalan untuk mempertegang jalannya

pemerintahan dengan harapan menjadikan masyarakat jenuh terhadap

kepemimpinan yang ada, mereka tidak mampu menciptakan sportifitas

politik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan Desa tidak ada yang efektif

baik Kepala Desa dan BPD. Berdasarkan hasil analisa dari apa yang

dikemukakan tentang kedudukan dan fungsi Kepala Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) pada dasarnya setara, bahkan mereka harus

saling sinergi antara satu dengan yang lainnya. Permasalahan yang ada

adalah persoalan tarik menarik kepentingan antara Kepala Desa Dan BPD,

maka penulis berpendapat bahwa hal itu adalah sebagai pembelajaran

politik bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa. Dengan saling

menghormati dan menghargai serta mengesampingkan arogansi masing-

masing dapat berpengaruh positif tehadap kebijakan- kebijakan yang

dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala Desa
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dimana kepentingan masyarakat Desa harus di utamakan. Supaya

berpengaruh positif terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa yang selalu berpihak

pada kepentingan Masyarakat Desa.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat ditarik kesimpulan yaitu:
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1. Pelaksanaan fungsi BPD di Tanggilingo yaitu meliputi pelaksanaan

fungsi BPD sebagai fungsi legislasi belum maksimal karena di

dalam pelaksanaananya BPD belum secara maksimal membuat

peraturan tentang desa ini dibuktikan dengan hanya ada satu

peraturan yang dibuat yaitu peraturan tentang Anggaran Pendapatan

dan belanja Desa (APBDes). Untuk pelaksanaan fungsi menyerap

aspirasi dari masarakat BPD sudah melaksanakannya dengan baik

ini dibuktikan dengan adanya rapat bulanan yang dilakukan oleh BPD

dengan RT/RW setempat dan juga tokoh-tokoh masyarakat atau

yang dituakan. Dalam mengakomodasi permasalahan dan

pembangunan di desa, BPD juga sudah berperan cukup baik

meskipun terlihat sepinya kantor BPD di Tanggilingo yang

mengakibatkan susahnya masyarakat untuk menyalurkan aspirasi,

ide serta gagasan. Fungsi pengawasan dan kontrol, BPD melakukan

fungsi pengawasan terhadap jalannya program pemerintah, fungsi

pemerintahan, peraturan desa dan keputusan desa yang telah

ditetapkan bersama dengan pemerintah desa, yang dapat berjalan

dengan baik.

2. Ada beberapa faktor yang menpengaruhi pelaksanaan fungi BPD di

Tanggilingo ini diantaranya: faktor sumber daya manusia, latar

belakang pendidikan dari anggota BPD, dapat disimpulkan bahwa

pendidikan anggota BPD Tanggilingo sudah cukup memadai. Namun

dari aspek pengetahuan atau pemahaman anggota BPD mengeani



62

fungsinya masih relatif rendah. Hal ini bisa dilihat dari ketidaktahuan

mereka mengenai berbagai jenis atau keputusan yang masuk dalam

kategori peraturan desa.

5.2. Saran

Rekomendasi sebagai hasil penelitian berupa saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah kabupaten hendaknya melakukan pembinaan,

pelatihan dan sosialisasi yang maksimal kepada penyelenggara

pemerintahan desa, senhingga mereka lebih memahami apa yang

menjadi tugas dan fungsi mereka.

2. BPD harus melakukan sosialisasi keberadaan BPD serta peran dan

fungsi BPD di masyarakat. Ketua dan anggota Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) harus mampu melakukan koordinasi

dengan pemerintah Desa agar lembaga yang terdapat di Desa dapat

saling bekerja sama dan bergotong-royong dalam meningkatkan

kinerja, begitupun dengan Kepala Desa senantiasa berkoordinasi

dan bekerjasama dengan BPD sebagai mitra kerja masyarakat desa.

Semua pihak yang terlibat dalam pemerintahan desa diharapkan

mampu memahami dan menyadari fungsi, peran dan wewenangnya

masing-masing agar kedepannya tidak lagi ada kesalah pahaman

tentang kedudukan antara BPD dengan pemerintah Desa.
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